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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 204 ‘
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1 )

Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
Peraturan Menteri Desa, Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha
Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1455);

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun
2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Nomor 8);

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2019 Nomor 21\
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Pasal 35

) Kerjasama
'8 non-usaha sebagai i

R0 ayer . gaimana dimaksud dal

b tr};n Sii. hlimk; b 1dllakukan dalam bentuk palingafeldli)}aclisf1

eknologi, ilm i :
i g1 u pengetahuan, seni dan
E ;.)aenmgkatan kapasitas sumber daya manusia.
. ge tu'szama non-usaha dilakukan setelah mendapat
P juan dewan penasihat dan pengawas.
BAB VII

0 PEMBAGIAN, PEMANFAAT. AN HASIL USAHA DAN
Fr NGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 36
‘Hasil usaha BUM Desa m
peroleh dari hasil kegiatan

ngeluaran biaya dalam 1 (satu
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang peroleh ari atau sama dengan Rp.

e 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah), maka pembagiannya

adalah sebagai berikut:

a. laba ditahan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);

b. Insentif pengurus BUM Desa sebesar 40% (empat
puluh per seratus);

¢. pendapatan asli desa sebesar 35% (tiga pulub lima per

erupakan pendapatan yang
usaha dikurangi dengan
) tahun buku.

dimasud pada ayat (2) huruf b adalah seba
a. insentif penasihat sebesar 15% (lima belas per seratus);
p. insentif pelaksana operasional /direktur sebesar 25%

(dua puluh lima per seratus);
kretaris sebesar 20% (dua puluh per

c. insentif s¢

~ geratus);

1 insentif pendahara sebesar 20%
s "t . gebesar 5% (lima

ot (lima belas Per seratus);
dimaksud pada ayat

a pembagianny? adalah sebaga!

per seratus);

0 % (dua pulub P scr'atus);
gl pesar 70% (tujuh pulul
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